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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaduan peserta BP]S Kesehatan dengan pendekatan Gap
Model dan Expectancy-Disconfirmation Theory (EDT) serta mengkaji penerapannya terkait prinsip-prinsip
ekonomi syariah. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus
berdasarkan laporan keluhan peserta yang diperoleh dari data sekunder, termasuk Laporan Tahunan BPJS
Kesehatan 2024-2025, laporan pengawasan dari Ombudsman RI, serta berita media nasional. Analisis data
dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan pola keluhan ke dalam struktur Gap Model
dan EDT. Hasil riset mengungkapkan bahwa keluhan utama peserta mencakup antrean yang panjang,
keterlambatan dalam klaim rumah sakit, kompleksitas birokrasi administrasi, keterbatasan obat yang
tersedia, serta perbedaan layanan menurut kelas kepesertaan. Analisis Gap Model menunjukkan adanya
perbedaan antara harapan pengguna dan realitas (kesenjangan kualitas layanan), sedangkan EDT
menjelaskan timbulnya diskonfirmasi negatif akibat ketidaksesuaian antara ekspektasi dan pengalaman
layanan. Hasil ini memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan prinsip
ta'awun, keadilan (al-'adl), dan Maqasid al-Syariah dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan yang adil
dan transparan.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, ekonomi syariah, Expectancy-Disconfirmation Theory, Gap Model, kepuasan
peserta

Abstract

This study aims to analyze complaints from BPJS Kesehatan participants using the Gap Model and Expectancy-
Disconfirmation Theory (EDT) and examine their application in relation to Islamic economic principles. This
study applies a qualitative descriptive approach with a case study design based on participant complaint
reports obtained from secondary data, including the 2024-2025 BPJS Kesehatan Annual Report, supervisory
reports from the Indonesian Ombudsman, and national media reports. Data analysis was conducted
descriptively and analytically by describing complaint patterns into the Gap Model and EDT structures. The
research results revealed that the main complaints from participants included long queues, delays in hospital
claims, the complexity of administrative bureaucracy, limited drug availability, and differences in services
according to membership class. The Gap Model analysis indicates a discrepancy between user expectations and
reality (a gap in service quality), while the EDT explains the emergence of negative disconfirmation due to the
mismatch between expectations and service experiences. These results have a significant impact on Islamic
economics, especially regarding the principles of ta'awun, justice (al-'adl), and Maqasid al-Syariah in the
implementation of fair and transparent social health insurance.

Keywords: BPJS Health, Islamic economics, Expectancy-Disconfirmation Theory, Gap Model, participant
satisfaction

PENDAHULUAN

Layanan kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap individu yang diatur oleh undang-
undang dasar dan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Dalam konteks Indonesia,
BPJS Kesehatan adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menyediakan jaminan sosial dalam
sektor kesehatan bagi seluruh penduduk. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
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diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah berkembang menjadi sistem perlindungan sosial
terluas di Indonesia, dan bahkan di dunia, dengan jumlah peserta yang diperkirakan melebihi 281
jutajiwa pada tahun 2025 (BPJS Kesehatan, 2025). Namun, dengan bertambahnya jumlah peserta,
berbagai masalah dalam penyelenggaraan layanan muncul yang menyebabkan timbulnya keluhan
dari masyarakat. Keluhan itu menjadi tanda adanya perbedaan antara harapan masyarakat
mengenai kualitas layanan kesehatan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Masalah utama yang sering disampaikan oleh peserta BPJS Kesehatan mencakup antrean
yang terlalu panjang, penundaan dalam proses klaim rumah sakit, kerumitan dalam birokrasi
administrasi, kurangnya ketersediaan obat, serta adanya perbedaan dalam layanan berdasarkan
tingkat kepesertaan (Nugraheny, 2025; Ombudsman RI, 2025). Walaupun data resmi
mengindikasikan adanya penurunan jumlah pengaduan setiap tahunnya, situasi di lapangan
membuktikan bahwa masalah mendasar masih belum ditangani secara signifikan. Fenomena ini
menunjukkan adanya perbedaan antara bertambahnya jumlah peserta dengan mutu pelayanan
yang diperoleh. Karena itu, analisis mendalam terhadap faktor penyebab keluhan peserta sangat
penting untuk memahami inti permasalahan dalam pelaksanaan sistem jaminan
kesehatan nasional.

Dalam menganalisis fenomena ini, studi ini menerapkan dua pendekatan teoritis utama,
yakni Gap Model (Parasuraman et al., 1985) dan Expectancy-Disconfirmation Theory (Oliver,
1980). Model Gap menjelaskan bahwa mutu layanan dipengaruhi oleh perbedaan (gap) antara
harapan pelanggan dan layanan yang diberikan. Sementara itu, Expectancy-Disconfirmation
Theory menyatakan bahwa ketidakpuasan muncul ketika kinerja layanan tidak memenuhi
ekspektasi, yang menghasilkan kondisi disconfirmation negatif. Dengan menggabungkan kedua
teori itu, penelitian ini berusaha mengenali kesenjangan struktural dalam layanan BPJS serta efek
psikologisnya terhadap pandangan dan kepuasan peserta.

Selain memperhatikan aspek layanan, penelitian ini juga mengevaluasi fenomena keluhan
BPJS Kesehatan dari sudut pandang ekonomi syariah. Sebagai badan jaminan sosial yang dibentuk
untuk menjaga kesehatan masyarakat, BP]S sebenarnya sejalan dengan prinsip Magqasid al-
Syariah, khususnya dalam dimensi hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Program ini mengandung nilai
saling membantu atau ta'awun antar peserta dalam menghadapi risiko kesehatan. Akan tetapi,
dalam pelaksanaannya masih terdapat isu terkait prinsip keadilan (al-'adl), transparansi, serta
pengelolaan dana yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah (Annisa et al., 2024; Najah,
2018). Karena itu, penelitian ini juga menekankan sejauh mana mekanisme operasional BPJS
Kesehatan menggambarkan nilai-nilai syariah dalam penerapan jaminan sosial.

Rasio antara harapan dan realitas dalam pelayanan kesehatan tidak hanya memengaruhi
kepuasan peserta, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika
tidak diatasi, hal ini dapat memperkuat semangat solidaritas sosial yang mendasari ekosistem
jaminan kesehatan. Dari sudut pandang ekonomi syariah, rendahnya kepercayaan publik berisiko
menghalangi implementasi prinsip ta'awun dan keadilan distribusi yang merupakan dasar utama
ekonomi Islam. Oleh karena itu, peningkatan sistem layanan BP]JS Kesehatan bukan hanya
kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan usaha untuk mempertahankan integritas nilai-
nilai syariah dalam pengelolaan lembaga publik.

Beragam studi sebelumnya mengindikasikan bahwa aspek pelayanan dan harapan
masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan. (Novitasari et al, 2018)
mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pelayanan BP]S Kesehatan di Semarang adalah
lambatnya respons dari petugas dan ketidakjelasan prosedur pengaduan. Studi yang dilakukan
oleh (Chandra & Fitriyanto, 2024) serta (Santoso et al., 2024) juga menekankan bahwa perbedaan
antara harapan dan realitas layanan berdampak negatif yang besar terhadap kepuasan pelanggan
di berbagai sektor jasa. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik, seperti
BP]S Kesehatan, sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam memahami dan memenubhi
harapan masyarakat secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk: (1)
menganalisis bentuk serta penyebab utama keluhan dari peserta BPJS Kesehatan, (2)
mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan layanan menggunakan Gap Model,
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(3) menjelaskan tingkat ketidakpuasan peserta menggunakan pendekatan Expectancy-
Disconfirmation Theory, dan (4) menelaah dampaknya terhadap prinsip keadilan dan ta'awun
dalam ekonomi syariah. Temuan penelitian diharapkan dapat menyumbang secara empiris dan
teoritis dalam peningkatan kualitas layanan publik serta menjadi landasan bagi pengembangan
sistem jaminan sosial kesehatan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan saran strategi kepada pemerintah dan BPJS
Kesehatan dalam memperbaiki sistem pelayanan agar lebih efisien, transparan, dan adil sesuai
dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, eksistensi BPJS Kesehatan tidak hanya bertindak
sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat sosial-ekonomi yang berperan dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus.
Subjek yang diteliti adalah laporan keluhan peserta BP]JS Kesehatan yang tercatat dalam data
sekunder, termasuk Laporan Tahunan BP]S Kesehatan 2024-2025, laporan pengawasan dari
Ombudsman RI 2024-2025, serta berita dari media nasional seperti Kompas. Objek yang menjadi
fokus penelitian adalah ragam keluhan yang dirasakan peserta, seperti antrean panjang,
keterlambatan dalam klaim rumah sakit, komplikasi birokrasi administrasi, ketersediaan obat,
serta perbedaan layanan berdasarkan kelas kepesertaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menganalisis laporan
resmi, berita, dan publikasi ilmiah yang relevan. Prosedur penelitian mencakup: (1)
pengidentifikasian data sekunder yang sesuai, (2) pengelompokan jenis keluhan peserta, (3)
pemetaan data ke dalam kategori sesuai dengan teori Gap Model (Parasuraman et al., 1985) dan
Expectancy-Disconfirmation Theory (Oliver, 1980), serta (4) penarikan kesimpulan mengenai
dampaknya terhadap kepuasan peserta.

Selain itu, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang
mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kepuasan
dan persepsi peserta terhadap layanan publik. Menurut (Creswell, 2014), metode kualitatif efektif
digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, makna, dan konteks yang tidak dapat diukur
secara kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan analisis
terhadap pola keluhan peserta BPJS Kesehatan dari berbagai sumber sekunder tanpa perlu
melakukan survei langsung, sehingga tetap efisien namun tetap akurat secara konseptual.

Untuk menjaga keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik
triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari laporan resmi BPJS Kesehatan, hasil
pengawasan Ombudsman RI, serta pemberitaan media nasional. Proses triangulasi ini
dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data antar sumber. Validasi juga
dilakukan melalui verifikasi lintas dokumen, yaitu dengan mencocokkan tren data keluhan dari
berbagai periode dan kanal pelaporan, guna memperkuat kredibilitas hasil analisis.

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis (Miles & Huberman,
1994). Data kuantitatif, seperti jumlah pengaduan peserta per periode, dianalisis secara deskriptif
dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk menunjukkan tren peningkatan atau
penurunan. Sementara itu, data kualitatif berupa narasi keluhan dianalisis secara tematik untuk
menemukan pola dominan, yang kemudian dipetakan melalui Gap Model untuk mengidentifikasi
kesenjangan layanan dan Expectancy-Disconfirmation Theory untuk menjelaskan
ketidaksesuaian antara harapan dan realitas layanan.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Karena menggunakan data sekunder,
penelitian tidak melibatkan observasi langsung terhadap peserta atau tenaga kesehatan, sehingga
hasilnya bersifat interpretatif dan deskriptif. Namun demikian, pendekatan ini tetap memberikan
kontribusi penting dalam mengidentifikasi pola keluhan secara sistemik serta mengaitkannya
dengan teori manajemen layanan dan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat menjadi dasar bagi
penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Sebelum membahas temuan empiris, perlu dijelaskan terlebih dahulu dasar teoritis yang
digunakan dalam penelitian ini. Gap Model (Parasuraman et al., 1985) merupakan model yang
dikembangkan untuk mengukur kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan layanan
yang diterima. Model ini menyoroti lima jenis kesenjangan, yaitu: (1) Knowledge Gap - perbedaan
antara harapan pelanggan dengan pemahaman manajemen terhadap kebutuhan mereka; (2)
Policy Gap - kesenjangan antara pemahaman manajemen dan standar layanan yang ditetapkan;
(3) Delivery Gap - perbedaan antara standar layanan dengan pelaksanaan aktual; (4)
Communication Gap - kesenjangan antara janji yang dikomunikasikan dengan kenyataan di
lapangan; dan (5) Service Quality Gap - kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi
terhadap layanan yang diterima. Dalam konteks pelayanan publik seperti BP]JS Kesehatan, gap ini
dapat muncul akibat lemahnya komunikasi internal, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi
antara janji dan praktik pelayanan.

Sementara itu, Expectancy-Disconfirmation Theory (EDT) yang diperkenalkan oleh
(Oliver, 1980) berfokus pada proses psikologis yang terjadi ketika pelanggan menilai pengalaman
layanan. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan timbul ketika kinerja aktual layanan sesuai atau
melebihi harapan (positive disconfirmation), sedangkan ketidakpuasan muncul jika kinerja
layanan lebih rendah dari harapan (negative disconfirmation). Dalam pelayanan BP]S Kesehatan,
fenomena ini terlihat dari bagaimana peserta membandingkan harapan terhadap pelayanan
kesehatan yang cepat, adil, dan mudah diakses dengan realitas di lapangan seperti antrean
panjang, birokrasi yang berbelit, atau keterlambatan klaim. Dengan demikian, kombinasi antara
Gap Model dan EDT memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami sumber
keluhan peserta serta dinamika kepuasan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Selain kedua teori tersebut, penelitian ini juga berpijak pada kerangka ekonomi syariah,
yang menekankan prinsip ‘adl (keadilan), ihsan (kebaikan), dan ta’awun (tolong-menolong)
dalam setiap aspek pelayanan publik. Dalam konteks jaminan sosial kesehatan, prinsip-prinsip
tersebut tercermin dalam tujuan Maqashid al-Syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
dan hifz al-mal (perlindungan harta). Menurut Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, pelayanan
kesehatan yang adil dan merata merupakan bagian dari pemeliharaan kemaslahatan masyarakat
(maslahah ‘ammah) (Djalaluddin, 2015; Najah, 2018; Yandi et al., 2024). Dengan demikian, teori
pelayanan modern seperti Gap Model dan EDT dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah
untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kepuasan peserta BP]S Kesehatan,
baik dari sisi efisiensi layanan maupun keadilan spiritual-sosial.

Dengan memahami kerangka teoritis tersebut, penelitian ini kemudian menganalisis
fenomena keluhan peserta BP]S Kesehatan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari
laporan resmi dan media massa. Berikut ini dipaparkan hasil temuan dan pembahasan yang
mencakup tiga aspek utama:

1. Keluhan Peserta BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
menghadapi masalah serius terkait tingkat kepuasan peserta. Walaupun jumlah peserta telah
mencapai lebih dari 281 juta jiwa pada tahun 2025 (BP]S Kesehatan, 2025), berbagai keluhan
dari masyarakat masih terus bermunculan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian
dalam aspek kuantitatif tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Menurut
Laporan Tahunan BP]S Kesehatan, jumlah pengaduan peserta menunjukkan pola penurunan:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Peserta BPJS Kesehatan 2024-2025

Periode Jumlah Pengaduan
Semester 1 2024 64.010
Semester Il 2024 38.446
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| Semester 12025 | 27.242 |
Sumber: BPJS Kesehatan Annual Report

Penurunan angka tersebut sekilas memberikan gambaran adanya kemajuan dalam
sistem pelayanan. Namun, informasi ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang
dirasakan oleh masyarakat. (Nugraheny, 2025) menginformasikan bahwa meskipun laporan
resmi mengenai aduan BPJS Kesehatan mengalami penurunan, lebih dari 27.000 peserta
masih mengungkapkan keluhan mengenai antrean yang panjang dan ketersediaan obat di
sejumlah fasilitas kesehatan mitra BPJS. Kebenaran ini menunjukkan bahwa inti keluhan yang
ada masih tetap sama, sehingga berkurangnya jumlah aduan tidak sepenuhnya
merepresentasikan adanya perbaikan dalam kualitas layanan. (Ombudsman RI, 2025) juga
menegaskan bahwa bidang kesehatan masih menempati posisi paling fundamental dalam
laporan pengaduan publik. Beberapa masalah yang dilaporkan meliputi penundaan klaim
rumah sakit, prosedur administrasi yang rumit, hingga status kepesertaan yang dinonaktifkan
meskipun peserta rutin membayar iuran.

Keluhan yang paling umum di antara peserta BPJS Kesehatan mencakup (1) antrean
yang panjang dan waktu tunggu yang lama, baik untuk layanan rawat jalan maupun gawat
darurat; (2) keterlambatan dalam pemrosesan klaim rumah sakit, yang menimbulkan
ketidakpastian serta berdampak pada kualitas layanan; (3) masalah terkait administrasi,
seperti prosedur yang rumit dan status keanggotaan yang nonaktif; serta (4) ketersediaan
obat yang tidak selalu terjamin di fasilitas kesehatan; dan (5) perbedaan layanan berdasarkan
kelas, di mana peserta kelas I lebih cepat menerima layanan dibandingkan dengan kelas III,
yang menyebabkan kesan adanya diskriminasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Novitasari et al., 2018) yang meneliti
penanganan keluhan peserta BP]S Kesehatan di Semarang. Studi tersebut menunjukkan
bahwa hambatan terbesar terletak pada lambatnya respon petugas serta ketidakjelasan
prosedur dalam menangani pengaduan peserta. Artinya, meskipun terdapat perbaikan pada
sisi administratif, keluhan terkait pelayanan langsung tetap menjadi masalah berulang yang
sulit diselesaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun data resmi BP]S Kesehatan
menunjukkan penurunan jumlah pengaduan dari tahun ke tahun, realitas di lapangan dan
hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa masalah pelayanan masih bersifat substantif
dan sistemik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara pencapaian
kuantitatif dengan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh peserta, yang pada akhirnya
mendorong munculnya keluhan secara berulang.

2. Analisis dengan Gap Model & Expectancy-Disconfirmation Theory
a. Gap Model

Menurut (Parasuraman et al, 1985) Gap Model menjelaskan bahwa kualitas
layanan terutama dipengaruhi oleh gap atau kesenjangan yang terjadi di antara harapan
pelanggan dengan realitas layanan. Terdapat beberapa gap yang terjadi di BPJS Kesehatan.
Pertama, gap 1, yakni Knowledge Gap, merupakan perbedaan ekspektasi peserta dengan
pemahaman manajemen BPJS. Peserta berharap pelayanan cepat dan mudah diakses,
namun pihak manajemen merasa bahwa sistem antrean digital yang telah diinstruksikan
sudah memadai untuk memenuhi keinginan peserta. Kedua, gap 3, yaitu Delivery Gap,
merupakan perbedaan antara standar atau janji pelayanan dengan kenyataan di lapangan.
Meskipun BP]JS telah menjanjikan layanan cepat dan setara di seluruh fasilitas kesehatan,
keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana menyebabkan kualitas pelayanan tidak
sesuai dengan harapan masyarakat.

Selanjutnya, yang ketiga Gap 5, yaitu Service Quality Gap, merupakan kesenjangan
antara harapan peserta dengan realitas layanan yang diterima. Banyak peserta menilai
kualitas pelayanan jauh di bawah ekspektasi, yang ditunjukkan melalui berbagai keluhan
mengenai antrean panjang, keterlambatan klaim, dan perbedaan perlakuan berdasarkan
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kelas kepesertaan. Penemuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra
& Fitriyanto, 2024) yang meneliti kepuasan mahasiswa dengan pendekatan gap analysis,
di mana perbedaan signifikan antara harapan dan kenyataan terbukti berdampak negatif
terhadap tingkat kepuasan. Dengan demikian, analisis gap model pada kasus BPJS
Kesehatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian mendasar antara janji layanan dengan
realitas di lapangan, yang berkontribusi terhadap munculnya keluhan peserta.

b. Expectancy-Disconfirmation Theory (EDT)

Menurut (Oliver, 1980) Expectancy-Disconfirmation Theory (EDT) menjelaskan
bahwa kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh perbandingan antara ekspektasi
dengan persepsi atas kinerja aktual suatu layanan. Jika kinerja yang dirasakan sesuai atau
melebihi ekspektasi, maka terjadi positive disconfirmation yang menghasilkan kepuasan.
Sebaliknya, jika kinerja yang nyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi, maka akan
muncul negative disconfirmation yang menyebabkan rasa kecewa dan timbulnya keluhan.

Dalam konteks BP]JS Kesehatan, kondisi ini terlihat jelas. Peserta memiliki
ekspektasi tinggi akan layanan kesehatan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan adil
tanpa diskriminasi kelas. Namun, realita yang ditemui justru berbeda, terlihat dari
antrean panjang di fasilitas kesehatan, keterlambatan dalam pengajuan klaim rumah sakit,
birokrasi administrasi yang rumit, serta perlakuan yang berbeda berdasarkan kelas
kepesertaan. Kondisi ini menunjukkan terjadinya negative disconfirmation, yang
dibuktikan dengan banyaknya keluhan peserta baik melalui kanal resmi BP]S Kesehatan
maupun laporan media massa (Nugraheny, 2025; Tempo, 2025).

Penemuan ini didukung oleh penelitian (Wibowo et al., 2019) yang meneliti sektor
perbankan dan menemukan bahwa ekspektasi tinggi yang tidak terpenuhi akan
menghasilkan negative disconfirmation sehingga memicu keluhan konsumen. Hal yang
sama juga dikemukakan oleh (Santoso et al, 2024), yang membuktikan bahwa EDT
relevan untuk menganalisis kepuasan pelanggan di sektor jasa, terutama ketika terdapat
kesenjangan besar antara ekspektasi awal dengan realitas kinerja layanan. Dengan
demikian, penerapan EDT dalam penelitian ini semakin memperjelas bahwa keluhan
peserta BP]S bukan hanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah layanan, tetapi karena
adanya jurang antara ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan universal
dengan kenyataan layanan yang masih jauh dari harapan.

Dengan kata lain, Gap Model menunjukan adanya kesenjangan layanan secara
struktural, sedangkan EDT menjelaskan dampak psikologis dari kesenjangan tersebut,
yaitu terbentuknya negative disconfirmation yang mendorong terjadinya keluhan massal
dari peserta BPJS Kesehatan.

3. Implikasi terhadap Ekonomi Syariah

Untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, salah satu kebutuhan utama
manusia adalah pelayanan Kesehatan (Zahir et al., 2025). Karena pelayanan kesehatan
merupakan hak dasar masyarakat dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah,
penyelenggara memberi prioritas utama kepadanya. seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28
H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pemerintah harus
memberikan layanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
(Anggriani, 2016). Perlindungan sosial di bidang kesehatan telah dimulai oleh pemerintah
Indonesia melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ]S). Program ini
bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi semua
orang, termasuk mereka yang berada dalam kategori ekonomi lemah (Zahir et al., 2025).

Ulama telah memberikan fatwa tentang halalnya BP]JS di Indonesia. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pernah menyarankan agar BPJS Kesehatan beroperasi dengan prinsip
syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep BPJS memiliki komponen ta'awun
yang sesuai syariah, beberapa elemen teknis, seperti pengelolaan dana, harus diubah untuk
memenuhi persyaratan hukum Islam. Sebagai program jaminan sosial kesehatan di Indonesia,
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BPJS Kesehatan sejalan dengan prinsip Maqasid al-Shariah dalam memberikan perlindungan
kesehatan kepada masyarakat. Tujuan utama program adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs),
yang diwujudkan melalui pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan. BPJS membantu
masyarakat dalam memenuhi hak dasar untuk hidup sehat dengan menyediakan pelayanan
kesehatan bagi semua golongan, terutama mereka yang kurang mampu (Zahir et al., 2025).

BP]JS membantu semua orang memenuhi hak dasar mereka untuk hidup sehat dengan
menyediakan layanan kesehatan bagi semua orang, terutama mereka yang kurang mampu. Ini
mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan betapa pentingnya menjaga kehidupan
dan Kkesejahteraan umat manusia. Namun, mekanisme operasional BPJS Kesehatan
menentukan kesesuaiannya dengan Maqasid al-Shariah. Maqasid al-Shariah tidak hanya
mengutamakan tujuan tetapi juga metode untuk mencapainya. Dalam situasi ini, elemen
keadilan (al-‘adl) menjadi prinsip yang sangat penting.

Menurut analisis keluhan peserta BPJS Kesehatan melalui perspektif Gap Model dan
Theory of Expectancy-Disconfirmation, ada ketidaksesuaian antara harapan peserta dan
kualitas pelayanan yang diberikan. Ini berdampak besar pada prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan tolong-menolong dalam pengelolaan dana dan pelayanan dalam ekonomi
syariah. Pertama, sebagai asuransi sosial, BP]S Kesehatan menggunakan prinsip ta'awun
untuk memupuk solidaritas sosial antara peserta yang menghadapi risiko bersama. Namun,
karena ketidaksesuaian layanan, sistem harus disesuaikan agar sesuai dengan prinsip syariah,
terutama untuk memastikan pengelolaan dana tidak mengandung riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan) (Najah, 2018).

Kedua, untuk menerapkan ekonomi syariah pada BPJS Kesehatan dengan baik, diperlukan
mekanisme yang memperkuat prinsip keadilan dan keterbukaan sehingga setiap peserta
merasa mendapatkan manfaat yang adil dan transparan. Ini akan meningkatkan kepercayaan,
yang berdampak positif pada partisipasi dan keberlanjutan asuransi syariah. Ketiga, Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 memberikan pedoman penting
untuk penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Fatwa ini mencakup penggunaan
akad syariah seperti ta'awun, hibah, qardh, yang merupakan pinjaman tanpa bunga, dan
kafalah, yang merupakan jaminan. Rekomendasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur
operasi BPJS agar sesuai dengan prinsip dan prinsip syariah (Nurmatias et al.,, 2017).

Keempat, perbaikan sistem pelayanan yang didasarkan pada analisis gap dan
disconfirmation-expectancy dapat menjadi momentum menuju sistem jaminan sosial
kesehatan yang lebih inklusif, syariah, dan ideal. Dengan menyediakan pelayanan kesehatan
yang adil dan dapat diandalkan bagi populasi Muslim yang mayoritas, pengembangan
semacam ini juga membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu,
rencana untuk meningkatkan kualitas layanan BP]JS Kesehatan harus didukung oleh
peningkatan sistem manajemen yang didasarkan pada prinsip syariah, penguatan undang-
undang dan pengawasan, dan peningkatan pengetahuan peserta tentang hak dan kewajiban
mereka dalam sistem asuransi sosial syariah. Penguatan ini diharapkan dapat membangun
sistem jaminan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern
sekaligus mengurangi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan layanan yang selama
ini menjadi sumber utama keluhan (Annisa et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengaduan peserta BPJS Kesehatan
mengalami penurunan dari tahun ke tahun, masalah utama terkait kualitas pelayanan masih
belum terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan analisis Gap Model, ditemukan adanya
kesenjangan antara harapan peserta dan kualitas pelayanan yang diterima. Kesenjangan ini
terutama berkaitan dengan antrean panjang di fasilitas kesehatan, birokrasi administrasi yang
berbelit, keterlambatan klaim rumah sakit, keterbatasan ketersediaan obat, serta perbedaan
layanan berdasarkan kelas kepesertaan. Sementara itu, berdasarkan Expectancy-Disconfirmation
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Theory (EDT), ketidaksesuaian antara pengalaman dan ekspektasi peserta menimbulkan negative
disconfirmation, yaitu perasaan kecewa yang berulang dan menjadi dasar munculnya keluhan
publik secara terus-menerus.

Temuan tersebut memiliki makna penting dalam perspektif ekonomi syariah.
Ketidakpuasan yang disebabkan oleh ketimpangan pelayanan menunjukkan bahwa nilai-nilai
ta’awun (tolong-menolong), ‘adl (keadilan), dan amanah (tanggung jawab) belum sepenuhnya
terimplementasi dalam sistem jaminan sosial kesehatan nasional. Prinsip Maqashid al-Syariah,
khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa), menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan
hak dasar setiap individu yang harus dijamin secara adil dan merata (Annisa et al., 2024; Najah,
2018; Yunita et al., 2025). Oleh karena itu, sistem pelayanan dan tata kelola dana BPJS perlu
diarahkan untuk lebih mencerminkan nilai-nilai keislaman tersebut, baik dari aspek keadilan,
transparansi, maupun keberpihakan terhadap kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk
meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Pertama, perlu dilakukan penguatan sistem
antrean digital untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien. Kedua,
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan petugas administrasi, terutama di daerah dengan
rasio pasien tinggi, guna meminimalkan delivery gap. Ketiga, penerapan pelayanan berbasis nilai
syariah, yaitu ihsan, amanah, dan ta’awun, agar pelayanan tidak hanya efisien secara administratif
tetapi juga bernilai spiritual. Keempat, peningkatan transparansi dan edukasi peserta, sehingga
masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam kepesertaan. Kelima, pengawasan etika
pelayanan yang ketat, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap peserta berdasarkan kelas
kepesertaan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, sistem jaminan kesehatan nasional
diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif dan operasional, tetapi juga sejalan
dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan sosial, solidaritas, dan
kesejahteraan bersama. Reformasi pelayanan BPJS Kesehatan berbasis prinsip maqashid syariah
diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan sistem kesehatan yang
berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
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